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ABSTRAK

SAKINAH SAHARUNA, 2018. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas 
Retribusi Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan). Skripsi 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Ismail 
Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur 
penerimaan kas retribusi objek wisata alam Salupajaan di Kab.Polewali Mandar 
serta untuk mengetahui bagaimana penerapannya apakah mampu meningkatkan 
potensi pendapatan asli daerah atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian kualitatif. Data yang diolah adalah data dari hasil wawancara serta 
data dari laporan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sampai 2017.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Langkah-langkah 
analisis data yang diperoleh yaitu mendeskripsikan penerapan sistem dan prosedur 
penerimaan kas yang dilakukan oleh Badan Pendapatan terhadap objek wisata alam 
Salupajaan. Hasil penelitian adalah penerapan sistem dan prosedur dilakukan 
secara efektif. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kab.Polewali Mandar mengalami 
peningkatan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi wisata mengalami 
peningkatan yang artinya dapat meningkatkan potensi daerah.

Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi. 
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ABSTRACT

SAKINAH SAHARUNA, 2018. Application of Cash Receiving System and 
Procedure of Natural Tourism Objects Against the Potential of Original 
Revenue of Polewali Mandar Regency (Case Study of Nature Tour Salupajaan).
Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Andi Rustam and Advisor II 
Ismail Rasulong.

This study aims to find out how the cash receipt system and procedures for 
the collection of Salupajaan natural attractions in Polewali Mandar Regency and to 
find out how the application is able to increase the potential of local revenue or not. 
The type of research used is a type of qualitative research. The processed data is 
data from the results of interviews and data from the realization of regional revenue 
in the 2015 of 2017 budget year. Data collection techniques used are observation, 
interviews and documentation. Data analysis techniques are qualitative descriptive. 
The steps of data analysis obtained are describing the application of systems and 
procedures for cash receipts carried out by the Revenue Agency on Salupajaan 
natural attractions. The results of the study are the implementation of systems and 
procedures carried out effectively. The Local Revenue of Polewali Mandar Regency 
has increased. While the income derived from tourist retribution has increased which 
means it can increase the potential of the region.

Keywords: system, procedures, local revenue, retribution.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu 

sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran 

utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu 

saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari 

sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang 

punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan 

otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah 

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.Retribusi 

adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat 

kontraprestasi langsung dari pemerintah.retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan 

pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.
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Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, 

maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa 

objek wisata.Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah 

merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, 

tetapi berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu objek wisata yang mulai berkembang di Sulawesi Barat 

khususnya di Kabupaten Polewali Mandar adalah Objek Wisata 

Permandian Alam Salupajaan yang berada di Kecamatan 

Polewali.Kecamatan Polewali telah di tetapkan sebagai kawasan 

pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar.Permandian 

Alam ini meliputi seluruh kalangan masyarakat mulai dari anak kecil, 

remaja, bahkan sampai yang dewasa.

Untuk mencapai tujuan dan target penggunaan anggaran suatu 

daerah dibutuhkan suatu system akuntansi yang dapat membantu 

pemerintah daerah dalam mengelola sumber data keuangannya. Adanya 

system akuntansi yang memadai menjadikan akuntan pemerintah daerah 

dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan 

manajemen.Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk 

merencanakan dan mengendalikan operasi pengelolaan objek wisata 

Permandian Alam Salupajaan Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam melakukan penerimaan kas harus memiliki sistem dan 

prosedur sesuai dengan peraturan yang ada.Sistem dan prosedur 

akuntansi pada umumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi 

manajemen untuk perencanaan dan pengendalian di dalam mengatasi 

kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan.Sistem dan prosedur 
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digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas. PERMENDAGRI No. 

59 Tahun 2007 Pasal 89 melalui surat edaran tentang sistem dan 

prosedur penerimaan kas. Dimana penerimaan kas adalah hal ini pajak 

dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan ke dinas 

pendapatan yang selanjutnya diterima oleh bendahara penerimaan dan 

langsung disetorkan ke kas daerah.

Oleh sebab itu sistem akuntansi memegang peran penting dalam 

perbaikan manajemen keuangan daerah dan dapat memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah Kabupaten Polewali 

Mandar. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi keuangan daerah 

berfungsi menghasilkan laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi 

penilaian kinerja pemeritah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan pemerintah daerah.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Sistem 

dan Prosedur Kas Pencatatan retribusi Objek Wisata Permandian 

Alam.Dengan memberikan judul “Penerapan Sistem Dan Prosedur 

Penerimaan Pajak Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam 

Salupajaan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi objek 

wisata alam Salupajaan  di Kabupaten Polewali Mandar?
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2. Apakah penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi 

objek wisata alam Salupajaan mampu meningkatkan potensi 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi 

objek wisata alam Salupajaan di Kabupaten Polewali Mandar

2. Untuk mengetahui penerapansistem dan prosedur penerimaan kas 

retribusi objek wisata alam mampu meningkatkan potensi pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan 

bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya.

b. Sarana pengembangan diri dalam ilmu pengetahuan serta 

bagaimana membuktikan apa yang di dapatkan dibangku kuliah 

dengan realitas di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah 

Kabupaten Polewali Mandar dalam usaha mendukung dan 

mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya.
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b. Dapat memeberi sumbangan metodelogi dan memperkaya 

khasana keputusan, terutama bagi mereka yang melakukan dan 

melaksanakan penelitian yang relavan dengan objek penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

1.1. Pengertian Sistem

Suatu sistem organisasi modern dan memiliki kegiatan 

operasional harus membuat sebuah sistem dan prosedur yang 

mantap,untuk memperlancar dan mempermudah anggota organisasi 

melakukan tugas, sehingga perlu adanya prosedur yang jelas. Suatu 

sistem pada dasarnya terdiri dari sekelompok elemen yang saling 

berhubungan satu sama lain yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu.

Berikut ini beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai 

sistem. Menurut Mulyadi (2013) “ Sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut yang terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan.” Dan “Sistem adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 

guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Sedangkan dalam 

Buku Sistem Informasi Akuntansi mendefinisikan sistem merupakan 

serangkain bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. (Anastasia dan Lilis, 2011;34).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 

terdiri dari proses, dimana struktur sistem adalah susunan elemen-



7

elemen sistem dan proses yang menyangkut tata cara. Elemen 

sistem untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut.

1.2. Karakteristik system

Sebuah sistem memiliki tiga karakteristik yaitu :

a. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, di dengar, atau 

dirasakan.

b. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang 

terlibat dalam sebuah sistem.

c. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin di capai dari kegiatan 

koordinasi komponen tersebut. 

1.3. Teknik Dokumentasi dan Penyusunan Sistem

Dokumentasi merupakan narasi, bagain alir, diagram, dan 

penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja 

sebuah sistem. Informasi yang di cakup adalah tentang Who, what, 

where, why, how of penginputan data. Pengolahan data, 

penyimpanan, pembuatan laporan dan pengawasan terhadap sistem. 

Ada ungkapan bahwa “sebuah gambar memiliki nilai samadengan 

ribuan kata”, maka untuk menyederhanakan permasalahan, cara 

untuk mendokumentasikan sistem adalah dengan membuat diagram, 

bagan alir, table dan lain-lain. Dokumentasi ini selanjutnya dilengkapi 

dengan uaraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-

komponen sistem tahap-tahap interaksi komponen tersebut.

a. DFD (Data Flow Diagram)

Salah satu teknik yang di lakukan untuk 

mendokumentasikan sistem yaitu dengan menggunakan DFD 
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atau diagram arus data. Adapun symbol yang digunkan dalam 

teknik mendokumentasikan sistem yaitu :

Tabel 2.1

Data Flow Diagram

Simbol Nama Penjelasan

Sumber dan tujuan 
data

Karyawan dan 
organisasi mengirim 
data dan menerima 
data dari sistem 
digambarkan dengan 
kotak

Arus Data Arus data yang masuk 
ke dalam dan keluar 
dari senuah proses 
digambarkan dengan 
anak panah

Proses Transformasi Proses yang mengubah 
data dari input menjadi 
ouput digambarkan 
dengan lingkaran

Penyimpanan data Penyimpanan data 
digambarkan dengan 
dua garis horizontal 

Sumber : Krismiaji (2015)

b. Bagan Alir (flowchart)

Bagian alir merupaka teknik yang digunakan untuk 

menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, 

dan logis.Bagian alir menggunakan serangkaian symbol standar 

untulk menguraikan prosedur pengelolaan transaksi yang 

digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran 

data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam 

bagan alir yaitu :
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Tabel 2.2

Bagan Alir (symbol Input/Output)

Simbol Nama Penjelasan

Dokumen Sebuah dokumen atau 
laporan, dokumen dapat 
dibuat dengan tangan 
atau dicetak oleh 
komputer

Dkumen 
Rangkap

Digambarkan dengan 
menumpuk symbol 
dokumen dan pencetakan 
nomor dokumen dibagian 
depan dokumen pada 
bagian kiri atas

Input/Output ; 
jurnal/ buku 
besar

Digunakan untuk 
menggambarkan berbagai 
media input dan output 
dalam sebuah bagian alir 
program. Menggambarkan 
jurnal dan buku  besar 
dalam bagan alir 
dokumen.

Tampilan Informasi ditampilkan oleh 
alat output on-line seperti 
terminal CRT atau minitor 
computer PC

Pemasukan 
data Online 

Entri data oleh alat on-
line seperi terminal CRT 
atau computer pribadi

Terminal CRT, 
computer 
pribadi

Symbol tampilan dan entri 
data digunakan bersama-
sama untuk 
menggambarkan terminal 
CRT dan computer pribadi

Sumber :Krismiaji (2015)
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Tabel 2.3

Bagan Alir (Simbol Pemprosesan)

Simbol Nama Penjelasan

Pemprosesan 
komputer

Sebuah fungsi pemprosesan 
yang dilaksanakan oleh 
computer biasanya 
menghasilkan perubahan 
terhadap data atau informasi

Kegiatan manual Sebuah kegiatan 
pemprosesan yang 
dilaksanakan secara manual

Kegiatan 

campuran

Sebuah fungsi pemprosesan 
yang dilaksanakan dengan 
menggunakan alat selain 
komputer

Kegiatan 
pemasukan data 

offline

Sebuah kegiatan yang 
dilakukan dengan 
menggunakan sebuah alat 
pemasukan data offline (entri 
data ke disket, register kas)

Disk bermagnit Data disimpan secara 
permanen pada disk 
bermagnet, digunakan untuk 
menyimbolkan file induk 
(master file)

Pita bermagnit Data disimpan dalam sebuah 
pita bermagnit

Disket bermagnit Data disimpan dalam sebuah 
disket

Penyimpanan on-
line

Data disimpan sementara 
dalamon-line dalam sebuah 
media direct acces seperti 
disket

arsip Arsip dokumen disimpan dan 
diambil secara manual. Huruf 
di dalamnya menunjukkan 
cara pengurutan arsip N=urut 
Nomor A=urut abjad T=urut 
tanggal

Sumber : Krismiaji (2015)

N
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Table 2.4

Bagan Alir (Simbol Arus dan Simbol-Simbol Lain)

Simbol Nama Penjelasan 

Arus dokumen 
atau 

pemprosesan

Arah arus dokumen atau 
pemprosesan, arus normal 
adalah ke kanan atau ke kiri

..……………

Arus data dan 
informasi

Arah arus data atau 
informasi sering digunakan 
untuk menunjukkan data 
yang dicopy dari sebuah 
dokumen ke dokumen yang 
lain

Hubungan 
komunikasi

Transmisi data dari sebuah 
lokasi ke lokasi lain melalui 
saluran komunikasi

Penghubung 
dalam sebuah 

halaman

Menghubungkan bagan alir 
pada halaman yang sama. 
Penggunaan symbol ini 
adalah untuk menghindari 
terlalu banyak ank panah 
yang saling melintang dan 
membingungkan

Penghubung 
pada halaman 

berbeda 

Menghubungkan bagian alir 
yangberbeda di halaman 
yang berbeda

Arus barang Perpindahan fisik barang, 
digunakan terutama dalam 
bagan alir dokumen

Terminal Digunakan untuk memulai, 
mengakhiri, atau titik  henti 
dalam sebuah proses atau 
program

Keputusan Sebuah tahap pembuatan 
keputusan digunakan dalam 
bagan alir program computer 
untuk menunjukkan cabang 
bagi alternative cara

Anotasi Tambahan penjelasan 
deskriptif atau keterangan 
atau catatan sebagai 
klarifikasi

Sumber : Krismiaji (2015)
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1.4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

1.4.1. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP 

No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data, pencatatan penggolongan, 

peringkasan, dan pelaporan posisi keuangan operasi keuangan 

pemerintah (RI, 2005 : 4). Dengan adanya dan berfungsinya 

system akuntansi pemerintahan dapat dilakukan penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan mudah dan 

tepat waktu akuratnya suatu laporan keuangan.

1.4.2. Tujuan Sistem  Akuntansi Pemerintah Daerah

Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah antara lain :

a. Menjaga asset melalui  pencatatan, pemprosesan dan 

pelaporan transaksi keuangan yang konsisten.

b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang 

anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar 

penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas 

anggaran dan tujuan akuntabilitas.

c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi 

keuangan (neraca).
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d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk 

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan 

keuangan secara efektif.

1.3. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013) “ Prosedur adalah suatu kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang.”

1.3.1. Prosedur Penerimaan Kas

Halim, dkk, menyatakan prosedur penerimaan kas adalah 

serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan 

peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan. 

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Surat Tanda Setor (STS) digunakan menyetorkan penerimaan 

daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan 

pada SKPD.

2.Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang 

menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening bank.

3. Bukti transfer, merupakan bukti atas transfer penerimaan 

daerah.

4. Surat ketetapan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan 

pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
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5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk 

menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat 

oleh pengguna anggaran.

6. Surat Tanda Bukti Penerimaan Anggaran (STBP), digunakan 

untuk mencatat setiap penerimaan dari pihak ketiga yang 

diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.

7. Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi yang berhubungan dengan 

penerimaan kas.

8. Buku besar, adalah catatan untuk memposting semua transaksi 

selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk 

setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan.

9. Buku besar pembantu, adalah catatan yang diselenggarakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau 

kejadian yang berisi rincian dan buku besar untuk setiap 

rekening yang dianggap perlu.

1.3.2. Prosedur Penerimaan kas

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan kas di SKPD, 

terdiri:

1. Sistem dan prosedur penatausahaan peneriman kas dari pajak  

dan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan Kas.

2. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak 

dan retribusi melalui Bendahara Penerima Pembantu.
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3. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak 

dan retribusi daerah melalui Badan, Lembaga Keuangan, atau 

Kantor Pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. 

2. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

2.1. Pengertian Penerimaan Kas

Menurut Soemarso (2008:172): “Penerimaan kas adalah suatu 

transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik 

perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, 

penerimaan piutang maupun hasil transaksi lainnya yang 

menyebabkan bertambahnya kas.”

Menurut Mulyadi (2010:455) “Penerimaan kas perusahaan 

berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai 

dan penerimaan kas dari piutang”

Dari pendapat  Mulyadi dan Soemarso, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang 

mengakibatkan bertumbuhnya saldo kas tunai, dan atau rekening 

bank milik perusahaan baik yang berasal dari pendapatan tunai, 

penerimaan piutang, transfer maupun penerimaan lainnya. 

Penerimaan kas dapat berbentuk uang, cek atau wesel pos, yang 

diterima melalui bank atau langsung.

2.2. Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas adalah catatan yang dibuat untuk 

melakukan kegiatan penerimaan kas yang diterima baik yang berupa 

uang tunai maupun yang berupa surat-surat berharga yang sifatnya 

dapat segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan 

maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya 

yang dapat menambah kas suatu perusahaan “sumber penerimaan 
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kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi 

penjualan tunai” Mulyadi (2008;456).

3. Pendapatan Asli Daerah

3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut 

oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, 

pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu 

Pendapatan Asli Daerah.

IAI (PSAP 02, par 08, 2005) mengemukakan bahwa Pendapatan 

adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah 

yang menambah akuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tdak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah.

3.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD 

bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

daerah sebagai perwijudan desentralisasi. 

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang;
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1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

3.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 33 Tahun 

2004Pasal 157, yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah 

disamping retribusi daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah 

retribusi daerah.  Dari pendapatan tersebut, dapat disimpulkan ciri-

ciri pokok retribusi daera, yaitu :

a)  Retribusi dipungut oleh daerah

b) dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan 

daerah  yang langsung dapat ditunjuk

c) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan 

atau menikmati jasa yang disediakan daerah. 

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah 

yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung 
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jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan 

untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

3.4. Klasifikasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Daerah

a. Pengertian pajak daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian 

Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi  wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun  2000 adalah :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi  atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang,  yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan  yang berlaku, dimana hasilnya digunakan 

untuk membiayai  penyelenggeraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Marihot PSiahaan (2010:7) 

menyatakan  bahwa : 
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“Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah  
kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang  
seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung 

digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan,pembangunan 

dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.  Dengan kata 

lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan  

daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 

daerah guna  melaksanakan pembangunan,penyelenggaraan 

pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Jenis Pajak Daerah 

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah 

sebagai berikut : 

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a) Pajak Kendaraan Bermotor;

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d) Pajak Air Permukaan;

e) Pajak Rokok;

Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :

a) Pajak Hotel;

b) Pajak Restoran;

c) Pajak Hiburan;
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d) Pajak Reklame;

e) Pajak Penerangan Jalan;

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g) Pajak Parkir;

h) Pajak Air Tanah;

i) Pajak Sarang Burung Walet;

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kota Polewali 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 

pasal 2 adalah :

Jenis Pajak Daerah Kota Polewali terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

b. PajakRestoran;

c. PajakHiburan;

d. PajakReklame;

e. PajakPeneranganJalan;

f. PajakParkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli 

daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli 

daerah,sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin 

besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target 
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dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka 

akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah 

dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Retribusi Daerah

Retribusi menurutUndang-UndangNomor 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Mardiasmo (2013: 15) mendefinisikan 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.

Terkait dengan retribusi, Penjelasan pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi 

daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis 

retribusi yang dapat dipungut daerah, baik provinsi maupun 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis 

retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

Selanjutnya, peraturan  pemerintah menetapkan lebih rinci 

ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengadaan dari 

27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh 

daerah.
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Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan 

memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada 

daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD 

dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi 

dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh 

kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karene itu, pemberian 

peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula 

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah,dalam 

kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi 

kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang saat 

ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.Pemberian 

kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan 

yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak 

kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya 

kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya 

mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Perluasan basis pajak 

dan retribusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak dan 

retribusi yang baik.Pajak dan retribusi tidak menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu 

lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan lainnya.
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4. Konsep Pariwisata

4.1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.Kepariwisataan 

berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan seyiap orang dan Negara, serta interaksi antara wisatawan 

dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pengusaha. Suatu perjalanan dianggap 

sebagai perjalanan wisata bila  memenuhi tiga persyaratan yang 

diperlukan, yaitu:

1. Harus bersifat sementara

2. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan

3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

4.2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

daerahdijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.  pendapatan asli daerah, yaitu :

(i) hasil pajak daerah,

(ii) hasil retribusi daerah,

(iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan

(iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. dana perimbangan
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c. pinjaman daerah

d. lain-lain pendapatan daerah yang asli.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat 

ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli 

daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi 

dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi 

yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang 

tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam 

memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan 

daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah  

yang selalu diharapkan peningkatannya. 

4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari 

SektorPariwisata

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau 

penginapan,restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, 

souvenir,dan hiburan), dan usah aperjalan wisata (travel agent atau 

pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi 

provinsi Jawa Tengah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, 

laba BUMD, pajak dan bukan pajak. Berikut beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata :

1. Jumlah obyek wisata
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Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta 

keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk 

menjualkeindahan alam dan atraksi budaya kepada wisatawan 

mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan 

alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan 

tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang 

dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar 

negeri,kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam 

Negara.

2. Jumlah wisatawan

Secara teoritis (apriori) dalam Nasrul (2010) semakin lama 

wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata,maka semakin 

banyak pula uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata 

tersebut,paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan 

penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

3. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang 

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam 

periode tertentu, yang ditunjukan dengan Pendapatan Daerah 

Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

harga konstan.Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung 

mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya 

menimbulkan insentif.
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4.4. Manfaat dan Dampak Pariwisata

Dalam melakukan perjalanan wisata, para wisatawan memerlukan 

serangkaian jasa dan produk wisata, semenjakdia berangkat sampai 

kembali ketempat tinggalnya semula.Jasa dan produk wisata ini 

disebut “Komponen Pariwisata” yang dapat disediakan oleh pihak 

pengusaha, masyarakat atau siapapun yang berminat. Komponen 

pariwisata meliputi :

a. Objek dan daya tarik wisata

b. Akomodasi

c. Angkutan wisata

d. Sarana dan fasilitas wisata

e. Prasarana wisata

Bila pembangunan dan pengembangan pariwisata direncanakan 

dan diarahkan dengan baik, maka akan banyak manfaat dan 

dampaknya,antara lain :

a. Manfaat Ekonomi (kesejahteraan)

Meningkatnya arus wisatawan, baik nusantara atau 

mancanegara kesuatu daerah menuntut aneka ragam pelayanan 

dan fasilitas yang semakin meningkat jumlah dan ragamnya.Hal 

ini member manfaat ekonomi bagi penduduk, pengusaha maupun 

pemerintah.

1. Penerimaan devisa

2. Kesempatan berusaha

3. Terbukanya lapangan kerja

4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah
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5. Mendorong pembangunan daerah

b. Manfaat Sosial Budaya

1. Pelestarian budaya dan adat istiadat

2. Meningkatkan kecerdasan masyarakat

3. Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani ataupun 

rohani

4. Mengurangi konflik social

c. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara

1. Mempererat persatuan dan kesatuan

2. Menumbuhkan rasa memiliki, keinginan untuk memelihara dan 

memepertahankan Negara yang ujungnya tumbuh rasa cinta 

terhadap tanah air

3. Memelihara hubungan baik internasional dalam hal 

pengembangan pariwisata

d. Manfaat bagi lingkungan

Pembangunan dan pengembangan pariwisata diarahkan agar 

dapat memenuhi keinginan wisatawan, seperti : hidup tenang, 

bersih, jauh dari polusi, santai dan dapat mengembalikan 

kepenatan fisik dan mental. Oleh sebab itu, pengembangan 

pariwisata.

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Sistem dan prosedur penerimaa kas retribusi 

objek wisata terhadap pendapatan asli daerah pernah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan persamaan dan perbedaan 

dari hasil penelitian tersebut, seperti yang terdapat pada table berikut ini :
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Tabel 2.5

Penelitian Terdahulu

No Nama/Judul/Thn Hasil  Penelitian Metode 
Penelitian

1 Jeasika Amelia 
Tamboto,
Jantje Tinangon,
Inggriani Elim / 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Sistem Dan 
Prosedur 
Penerimaan Kas 
Pada Dinas
Pendapatan, 
Pengelolaan 
Keuangan Dan 
Barang Milik 
Daerah
Kota Tomohon. 
Jurnal EMBA 
677

Vol.3 No.4 
Desember 2015, 
Hal. 671-679

Penerimaan kas yang ada 
di Kota Tomohon dikelolah 
oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah yang 
di pimpin oleh kepala dinas. 
Menurut data dilapangan, 
sistem dan prosedur yang 
ada
di DPPKBMD Kota 
Tomohon, sudah sangat 
baik dan mengikuti surat 
edaran yang mencatat 
tengntang sistem
dan prosedur penerimaan 
kas menurut 
PERMENDAGRI No. 59 
Tahun 2007 pasal 89

a. Metode 
wawanc
ara

b. Metode 
dokume
ntasi

2 Rone Lucia 
Karamoy/
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Sistem dan 
Prosedur 
Penerimaan Kas 
di Dinas 
Pendapatan Kota 
Manado. 
Jurnal EMBA 939
Vol.1 No.3 Juni 
2013, Hal. 939-
948

Secara Umum Dinas 
Pendapatan Kota Manado 
sudah menerapkan sistem 
dan prosedur penerimaan 
kas sesuai ketentuan pada 
peraturan yang berlaku.

a. Metode 
pengum
pulan 
data,tekn
ik 
wawanc
ara dan 
dokumen
tasi.

b. Metode 
analisis

3 Veronika 
Mulalinda dan 
Steven J. 

Pengelolaan aset daerah 
adalah salah satu elemen 
penting dalam pengelolaan 

a. Metode 
analisis 
yang 
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Tangkuman/ 
Efektivitas 
Penerapan 
Sistem Dan 
Prosedur 
Akuntansi Aset 
Tetap Pada
Dinas 
Pendapatan, 
Pengelolaan 
Keuangan Dan 
Aset Daerah
Kabupaten Sitaro.
Jurnal EMBA 521
Vol.2 No.1 Maret 
2014, Hal. 521-
531

keuangan pemerintah
daerah. Pengelolan aset 
daerah harus ditangani 
dengan baik agar aset 
tersebut dapat menjadi 
modal awal bagi
pemerintah daerah untuk 
melakukan pengembangan 
kemampuan keuangannya

digunak
an 
dalam 
penelitia
n ini 
adalah 
metode 
deskriptif

4 Mega Ersita 
dan
Inggriani Elim/
Analisis 
Efektivitas 
Penerimaan 
Retribusi Daerah 
Dan 
Kontribusinya
Terhadap 
Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah (Pad)
Di Provinsi 
Sulawesi Utara.
Jurnal EMBA 
889

Vol.4 No.1 Maret 
2016, Hal. 889-
897

Efektivitas retribusi daerah 
Dengan melihat rata-rata 
efektivitas Retribusi Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara 
yang kurang dari 100% 
atau rata-rata sebesar 
86,708 % hal ini 
menunjukan bahwa kinerja 
dalam pemungutan 
Retribusi Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara kurang baik

a. Metode 
observa
si 
lapanga
n

b. Metode 
wawanc
ara

5 Chartika Melisa 
Pangalila, Lintje 
Kalangi, Novi 
Budiarso / 
Analisis Sistem 
Dan Prosedur 
Penerimaan Kas
Pendapatan Asli 
Daerah (Pad) 
Pada Dppkad

Otonomi daerah sebagai 
salah satu paradigm baru 
dalam sistem penyelenggara
an ketatanegaraan Indonesi
a telah member implikasi 
yang cukup kompleks 
bagi pelaksanaan pemerinta
h khususnya di daerah.

a. metode 
wawanc
ara.

b. Observ
asi

c. Metode 
dokume
ntasi
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Kabupaten 
Minahasa Utara.
Jurnal Berkala 
Ilmiah Efisiensi 
Volume 15 No. 04 
Tahun 2015

6 Raisa Stephanie 
Janis, Jullie 
Sondakh, dan 
Harijanto 
Sabijono / 
Analisis Sistem 
Dan Prosedur 
Penerimaan Pad 
Pada Dinas 
Pendapatan
Pengelolaan 
Keuangan Dan 
Aset Daerah
Kabupaten Sitaro.
Jurnal EMBA 778
Vol.3 No.1 Maret 
2015, Hal. 778-
786.

Setiap SKPD yang mempun
yai tugas memungut dan 
menerima pendapatan 
wajib melaksanakan 
pemungutan dan penerimaa
n berdasarkan ketentuan 
yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan. Tujuan
penelitian ini untuk
mengetahui sistem dan 
prosedur penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) pada DPPKAD 
Kabupaten Sitaro

a. Metode 
analisis 
yang 
digunak
an 
adalah 
analisis 
deskript
if

7 Lora Mona 
Mawikere Dan 
Jantje J. 
Tinangon/ 
Analisis Sistem 
Dan Prosedur 
Penerimaan 
Retribusi
Kebersihan 
Daerah Pada 
Dinas 
Pendapatan 
Daerah
Kota Manado.
Jurnal Berkala 
Ilmiah Efisiensi 
Volume 16 No. 04 
Tahun 2016

Pengelolaan keuangan 
daerah sangat besar 
pengaruhnya terhadap 
kemajuan pembangunan 
pada suatu
daerah. Salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah 
Kota Manado adalah 
Penerimaan Retribusi 
kebersihan
daerah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui 
Sistem dan Prosedur 
Penerimaan Retribusi 
Kebersihan
Daerah pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota 
Manado.

a. Peneliti
an ini 
menggu
nakan 
metode 
deskript
if

8 Fretty Sofia 
Tuerah/ 
Evaluasi 

Pengelolaan keuangan 
daerah harus memiliki 
sistem d an prosedur yang 

a. Peneliti
an ini 
menggu
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Pelaksanaan 
Sistem Dan 
Prosedur 
Penerimaan  Dan 
Pengeluaran Kas
Dinas 
Kependudukan 
Dan Pencatatan 
Sipil Minahasa 
Tenggara.
Jurnal EMBA 443
Vol.1 No.3 
September 2013, 
Hal. 443-453

memadai sebagai salah satu 
tindakan preventif terhadap 
adanya penyelewengan dan 
penyalahgunaan dana. 
Penerimaan dan 
pengeluaran kas
Merupakan komponen 
sumber daya yang harus 
diawasi dalam 
pelaksanaannya agar 
tercapainya tujuan
Pembangunan.

nakan 
metode 
deskript
if

C. Kerangka Konsep

Sistem dan prosedur digunakan untuk mencatat setiap 

penerimaan kas. Dimana penerimaan kas dalam hal ini pajak dilakukan 

oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan ke dinas pendapatan yang 

selanjutnya diterma oleh bendahara penerimaan dan langsung disetorkan 

ke kas daerah.

Setiap pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan 

perekonomian daerahnya, termasuk meningkatkan perolehan pendapatan 

asli daerah (PAD). Disamping pengelolaan terhadap sumber pendapatan 

asli daerah (PAD) yang sudah ada,pemerintah daerah juga perlu 

ditingkatkan dan daerah itu sendiri juga harus selalu kreatif dan inovatif 

dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber 

pendapatan asli daerah sehingga dengan semakin banyaknya sumber 

pendapatan asli daerah yang dimiliki akan semakin banyak sumber 

pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya.
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Salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata.Pariwisata 

merupakan gejala sosial sangat kompleks, menyangkut manusia, memiliki 

berbagai aspek mendapat perhatian paling besar dan merupakan satu-

satunya aspek penting yaitu dengan aspek ekonominya

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Badan Pendapatan 

Sistem Dan Prosedur 
Penerimaan Kas

Retribusi
Objek Wisata

Pendapatan Asli Daerah

Potensi PAD
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, lalu 

menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari 

masalah yang telah dianalisis melalui observasi, pertanyaan-

pertanyaan serta dokumentasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi metode 

penelitian ini yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dari 

kantor Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang 

kemudian disusun, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran 

dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan 

akurat mengenai objek yang diteliti. 

B. Fokus Penelitian

Adapun focus penelitian ini yang di lakukan pada penelitian adalah 

sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas

2. Pendapatan Asli Daerah

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang di perlukan, penulis melakukan 

penelitian pada kantor Badan Pendapatan, Jl. Manunggal No.11 

Pekkabata, Polewali di Kabupaten Polewali Mandar. Yang 

direncanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan.Berkisar antara 

bulan April sampai dengan bulan Juni  2018.
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wiayah generalisasi yang terdiri atas : objek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini jumlah retribusi penerimaan kas pada objek 

wisata salupajaan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh  populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi,misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu (Sugiono 2012).

Berdasarkan hal tersebut maka yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah rekapitulasi penerimaan kas pada tahun 

2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses 

sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta. 

Dalam penelitian ini juga digunakan metode sebagai berikut :
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1. Riset Lapangan

Riset lapangan adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung ke objek 

yang akan diteliti. Penulis akan berusaha untuk melakukan 

penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai 

sistem dan prosedur penerimaan kas daerah, retribusi daerah dan 

PAD yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD.

Riset Lapangan terdiri dari 

a. Observasi

Pengumpulan data yang diperoleh dengan peninjauan dan 

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan di kantor Dinas 

Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Polewali Mandar.

b. Wawancara

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan 

dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak 

langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab 

pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman 

wawancara dan checklist (Husein Umar, 2008).

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara ini di lakukan pada proses 

pengambilan data berlangsung. Pengumpulan data yang dapat 

berupa sumber tertulis yaitu jurnal, skripsi, buku, dan data-data 

lain yang berkaitan dengan penelitian.
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F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis secara deskriptif. dengan rasio perbandingan, 

sistem dan prosedur penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017.

Menurut Sugiyono (2012:92) analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun data sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Miles and Huberman 

(Sugiyono:91) mengemukakan terdapat tiga langkah dalam analisisn 

data, yaitu :

1. Redaksi Data

Menurut  Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis 

data ini display data atau penyajian data. Miles and Huberman 

(Sugiyono:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan  

cara teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 
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maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di 

pahami tersebut.

3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar

Badan Pendapatan (BAPEN) Kabupaten Polewali Mandar 

awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), berdiri pada 

tahun 1954 di pimpin oleh Drs. Mandawari Nusur Dinas Pendapatan 

Daerah dalam periodenya banyak mengalami perubahan di antaranya 

sebagai berikut :

1. Perubahan pertama pada tahun 1980, diibawah pimpinan Drs. 

Mandawari Nusur

2. Perubahan ke dua pada tahun 1990,dibawah pimpinan Drs. H.Andi 

Kuneng

3. Perubahan ke tiga pada tahun 2000,dibawah pimpinan Drs. H.Suaib 

Hannan

4. Perubahan ke empat pada tahun 2001,dibawah pimpinan Munarfa 

Atjo, SH., MM.

5. Perubahan ke enam oleh Drs. Najib A. Madjid MM.

6. Perubahan ke tuju oleh Drs.Abdul Madjid, SE., MM.

7. Perubahan ke delapan oleh H.Suaib Kambo S.Pd., MM.,

8. Perubahan ke Sembilan oleh H.Sukirman SH., MM. sampai saat ini.,

Badan Pendapatan (BAPEN), banyak mengalami perubahan 

nama yaitu :

1. Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)

2. BPKD (Badan Pengelolah Keuangan Daerah)



39

3. DP2KA (Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan, danAsset)

4. DPP (Dinas Pendapatan Perizinan)

5. Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)

6. Bapen ( Badan Pendapatan sampai saat ini.)

2. Standar Pelayanan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan (BPHTB)

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak        

Daerah dan Retribusi Daerah

b. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)

c. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Polewali 

Mandar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Persyaratan

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dan tanda 

lunas PBB

b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB)

c. Foto Copy Serifikat atau bukti kepemilikan lainnya

d. Foto Copy Akta/ Surat Jual Beli, Waris, Hibah/ Wasiat,APHB 

atau surat keterangan dari pemerintah desa Service Delivery
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e. Wasiat,APHB atau surat keterangan dari pemerintah desa 

setempat

f. Foto Copy Data Obyek dan Wajib Pajak

3. Prosedur 

a. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan melampirkan 

SSPD BPHTB berikut kelengkapannya

b. Petugas pelayanan menerima dan meneliti ajuan SSPD 

BPHTB beserta kelengkapannya dan memberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi WP yang 

transaksinya terkena pajak, apabila berkas lengkap diberikan 

tanda terima berkas

c. SSPD yang telah ditandatangani diserahkan pelaksana 

kepada Wajib Pajak ( lembar 1,2,3) yang telah diperforasi

d. Bagi Wajib Pajak terkena pajak membayar BPHTB pada Loket 

Bendahara Penerimaan dengan membawa SSPD

e. Petugas pelaksana mengarsip SSPD BPHTB lembar 4 dan 5

4. Waktu Pelayanan

Paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya berkas secara 

lengkap dan benar, termasuk dengan waktu tinjau lokasi (survey

5. Biaya Tarif , Tidak ada (gratis)

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar

Adapun struktur yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Badan 

Pendapatan sebagai berikut :
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Gambar 4.1

Struktur Organisa
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4. Job Description

a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan yang menjadi 

kewenangan Daerah.

                        Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan

2. Pelaksanaan tugas teknis dibidang pendapatan

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis 

dibidang pendapatan Daerah, meliputi pendapatan asli Daerah, 

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Badan.

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan,

Pembinaan dan pengendalian terhadap program serta 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian  penyelenggaraan tugas di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah
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2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan 

Badan Pendapatan Daerah

3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan 

daerah sesuai dengan norma, prosedu dan criteria yang 

ditetapkan oleh pemrintah

4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daaerah yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan 

dokumentasi.

5. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan miliknegara/Daer

ah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris, membawahi:

a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana 

anggaran, dan penatausahaan aset serta pelaporan.

Sub bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset menyelenggarakan 

fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program 

dan rencana anggaran Badan Pendapatan

2. Administrasi dan penatausahaan keuangan

3. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan
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4. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan

5. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan 

pertanggungjawaban keuangan

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, 

penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan 

perlengkapan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah 

tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan 

kerja

2. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang 

meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan 

lain-lain

3. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan

4. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan 

pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-

lain

5. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah

c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, 
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mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan,monitoringeva

luasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pajak Daerah 

dan retribusi Daerah.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan dibidang pajak Daerah dan retribusi 

Daerah

2. Pemberian petunjuk teknis kebijakan dibidang pajak Daerah dan 

retribusi Daerah

3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

dibidang pajakDaerah dan retribusi Daerah

4. Pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta 

pengembangan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi :

a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran

b. Subbidang Verifikasi dan Penetapan

c. Subbidang Penagihan

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, 

penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pendataan dan 

pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:
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1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang 

pendataan dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah

2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pendataan 

dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah

3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

penerapan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran pajak 

Daerah dan retribusi Daerah

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak 

Daerah dan retribusi Daerah

5. Penyiapan bahan administrasi pendaftaran dan pendataan pajak 

Daerah dan retribusi Daerah

Subbidang Penagihan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, 

pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kebijakan dibidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Subbidang Penagihan, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang 

penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah

2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penagihan 

pajak Daerah dan retribusi Daerah

3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

penerapan kebijakan dibidang penagihan pajak Daerah dan 

retribusi Daerah
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4. penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat-surat atau 

dokumen dalam rangka penagihan pajak Daerah dan retribusi 

Daerah

5. penyiapan bahan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam 

rangka penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah

d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunanmenyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan

2. pemberian petunjuk teknis tentang kebijakan dibidang pajak bumi 

dan bangunan

3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

dibidang pajak bumi dan bangunan

4. pelaksanakan pembinaan pengawasan

5. pelaksanakan pengoordinasian pelayanan dan pendaftaran Pajak 

Bumi dan Bangunan

e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang 
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pengembangan pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli Daerah, 

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan 

fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan dibidang pengembangan 

pendapatan Daerah

2. Pemberian petunjuk teknis tentang kebijakan dibidang 

pengembangan pendapatan Daerah

3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

dibidang pengembangan pendapatan Daerah

4. Pelaksanaan pengembangan pendapatan Daerah

5. Pelaksanaan pengoordinasian terkait pengembangan pendapatan 

Daerah

6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 

tugasnya.

5. Visi Misi Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar

Visi : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Optimal 

dan Akuntabel.

Makna visi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang optimal adalah tercapainya target 

pendapatandaerah dengan memanfaatkan sumberdaya secara 

efektif dan efesien

2. Akuntabel adalah terwujudnya pengelola pendapatan yang 

dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundan 
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undanganyang berlaku pada setiap sumber / inputnya, prosesnya, 

dan output sertaoutcome yang didapatkan.

Dengan pernyataan visi di atas diperlukan langkah dan 

strategi antisipatifdan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut

juga menunjukkan suatugambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan yang diinginkanoleh Badan Pendapatan 

Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan visi tersebutjuga 

merupakan motivasi utama bagi Badan Pendapatan bersama-

sama pihakberkepentingan lainnya untuk menentukan kearah 

mana BadanPendapatan Kabupaten Polewali Mandar akan 

dibawa dan sekaligus merupakankonsensus bersama dalam 

upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalamjangka 

panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan 

yang kuat dariBadan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar 

dalam rangka disiplinaparatur mewujudkan pelayanan prima 

menuju pemerintahan yang baik.Dengan penetapan Visi tersebut 

diharapkan dapat mendukungkeberhasilan pencapaian visi 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

menujuPolewali Mandar yang Sejahtera”.

Misi :

1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

2. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli 

Daerah 
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Tujuan :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan daerah

2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

2. Tersedianya Sistem Informasi Pengeloaan Pendapatan Daerah.

6. Motto Pelayanan

1. Bersih Melayani

2. Kalau Bisa Di Permuda Kenapa Harus Dipersulit

7. Janji Pelayanan

Memberikan Salam, Senyum Dan Sapa Serta Melayani Dengan 

Professional, Secara Tepat, Tanggap, Transparan Dan Tuntas.

8. Sejarah Kawasan Wisata Salupajaan

Sejarah dan penamaan Salupajaan tidak bias dipisahkan dari 

sejarah panjang kampung Rappoang, dimana kampung tersebut 

sangat terdengar familiar pada masyarakat desa Batetangnga akan 

tetapi sampai hari ini suatu fakta bahwa mayoritas masyarakat desa 

Batetangnga kurang mengetahui kecuali orang-orang tua yang kini 

juga tinggal beberapa orang saja.

Dengan demikian, kurangnya pengetahuan masyarakat akan 

sejarah dan penamaan kampung desa Batetangnga, maka kita telah 

berada di suatu titik penghujung, Dimana masyarakat desa 

Batetangnga akan kehilangan suatu identitas sejarah yang apabila 
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diabaikan, maka generasi mendatang hanya tahu nama saja, tanpa 

mengetahui sejarah penamaannya.

Wilayah Rappoang dulu kala merupakan wilayah Biru sebelumnya 

tetapi, wilayah Biru dibagi dua, yaitu wilayah Biru itu sendiri dengan 

Rappoang dimana batas yang ditentukan oleh Tomakaka Biru yaitu 

aliran sungai Salu Liang. Akan tetapi, wilayah Rappoang dengan 

batas Salu Liang dirasah oleh Tomakaka Rappoang (Tonggo) 

sangatlah sempit, sementara wilayah Biru masih sangat luas. 

Berdasarkan kondisi ini, maka batas Rappoang di Salu Liang di 

pindahkan ke Salu Paja’an dengan komitmen Tomakaka Biru bahwa 

batas ini tidak akan berpindah lagi sampai kapanpun atau bahasa 

lokalnya “Paja’mi Lette”.

Dengan komitmen dari Tomakaka Biru bahwa “Paja’mi Lette” atau 

tidak akan pindah lagi batas kampung ini, maka sungai inipun diberi 

nama Salu Paja’an yang bermakna komitmen dari seorang Tomakaka 

kepada anaknya yang menginginkan pelebaran suatu wilayah 

kekuasaan karena wilayah yang ia miliki pada saat itu sangatlah 

sempit sementara wilayah yang dimiliki oleh ayahnya sangatlah luas.

Salu Paja’an sejak terbentuknya desa Batetangnga, merupakan 

batas dusun Rappoang yang kemudian melakukan pemekaran 

dengan membentuk dusun Lumalan, sehingga Salu Paja’an yang 

tadinya merupakan batas dari dusun Rappoang menjadi batas dari 

dusun Lumalan. Tetapi sekalipun demikian, sejarah akan Salu Paja’an 

dengan kampung Rappoang tidak bisa dipisahkan, karena ini 
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merupakan bagian dari sejarah desa Batetangnga yang sangat 

penting dan menjadi warisan generasi muda yang akan datang.

B. Penyajian Data

1. SOP Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendataan dan Evaluasi 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :

1. Kadis Memerintahkan Kabid melakukan pendataandan evaluasi 

pengelolaan Retribusi Tempat RekreasiDan Olahraga dan 

berkoordinasi kepada SKPDpengelola PAD Retribusi Daerah.

2. Kabid menugaskan Kasi merencanakan pelaksanaanpendataan 

dan Evaluasi Pengelolaan RetribusiTempat Rekreasi Dan 

Olahraga.

3. Kasi menugaskan Staf pengelola Retribusi untukmembuat laporan 

pendataan dan evaluasi retribusiTempat Rekreasi Dan Olahraga.

4. Petugas Pengelola Retribusi menyusunmenyampaikan draf 

laporan pendataan dan evaluasikepada kasi.

5. Kasi melaporkan draf pendataan dan evaluasi jikasetuju dilakukan 

pendataan dan evaluasi olehpetugas pendata.

6. Petugas pendata melakukan pendataan dan evaluasiretribusi 

Tempat Rekreasi Dan Olahraga danmelaporkan kepada kasi.

7. Kasi mengevaluasi hasil pendataan retribusi TempatRekreasi Dan 

Olahraga bersama petugas pengelolaretribusi.
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8. Petugas Pengelola Retribusi mengetik dan merekaplaporan 

pendataan dan evaluasi retribusi TempatRekreasi Dan Olahraga 

dan melaporkan ke kasi.

9. Kasi menyampaikan hasil pendataan dan evaluasikepada kabid.

10. Kabid melaporkan pendataan dan evaluasi RetribusiTempat 

Rekreasi Dan Olahraga dan menyerahkankepada kadis.

11. Kadis menerima hasil laporan pendataan danevaluasi retribusi 

Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

Tabel 4.1 Flowchart Pendataan Dan Evaluasi Retribusi Tempat 

Rekreasi Dan Olahraga

Kadis Kabid Kasi Pengeloa 
Reyribusi

Pendata

              Sumber : Badan Pendapatan
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Tabel 4.2 Mutu Baku Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

MUTU BAKU

Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

Laporan 30 menit Laporan Koordinasi 
pengelola 

retribusi daerah

Laporan 15 menit Draft

Laporan 15 menit Draft

Laporan 5 menit Draft

Laporan 15 menit Draft

Laporan 10 hari Laporan

Laporan 15 menit Laporan

Laporan 20 menit Laporan

Laporan 10 menit Laporan

Laporan 5 menit Laporan

Laporan 5 menit   Laporan Sebagai bahan 
evaluasi PAD

Sumber : Badan Pendapatan

2. Rekapitulasi PAD Kab. Polewali Mandar

Tabel 4.3. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun Anggaran Target PAD
(Rp)

Realisasi Penerimaan 
PAD (Rp)

2015 124.814.774.571,00 130.295.982.558,73

2016 218.116.493.979,01 203.004808.931,93

Sumber : Badan Pendapatan
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Polewali Mandar 

mengalami peningkatan selama satu tahun yaitu 2015  - 2016. 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi  Daerah Tempat 

Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran Target Retribusi 
Daerah (Rp)

Realisasi Penerimaan 
Retribusi Darah (Rp)

2015 100.000.000 104.500.000

2016 9.719.500.000 8.420.250.548

2017 11.553.055.510 9.074.857.129

Sumber : Badan Pendapatan

Table 4.4 menunjukkan Pendapatan Retribusi  Daerah Tempat 

Rekreasi Dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Pada Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata periode 2015 menargetkan Rp. 100.000.000 

terrealisasikan senilai Rp. 104.500.000. Periode 2016 menargetkan Rp. 

9.719.500.000 terrealisasikan sebesar Rp. 8.420.250.548. Periode 2017  

menargetkan Rp. 11.553.055.510 terrealisasikan sebesar Rp. 

9.074.857.129.

Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh oleh Badan Pendapatan 

Kab. Polewali Mandar berasal dari retribusi, yakni salah satunya ialah 

retribusi objek wisata alam  pada tahun 2015 sampai 2017 berkisar  Rp.

17.599.607.677.

Objek wisata alam salupajaan merupakan usaha perorangan yang 

mengelola tempatnya sendiri maka dari itu Bapen memungut pajak parkir 

di tempat wisata tersebut bukan memungut retribusi parkir.Karena yang 
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termasuk retribusi parkir ialah yang menggunakan jasa pmerintah seperti 

RS yang parkirnya dikatakan sebagai retribusi parkir.

C. Analisis dan Interpretasi

1. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

a. Semua penerimaan daerah di Kab. Polewali Mandar yang dalam 

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam 

APBD.Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas 

Desentralisasi.Dimana dalam tugas penerimaan kas yaitu 

memungutdan/atau menerima pendapatan daerah wajib 

melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan 

berdasarkanketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan 

kas sebagai berikut:

1. Fungsi pihak terkait adalah PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, 

Bendahara Penerimaan dan BUD (Bank).

2. Dokumen yang digunakan adalah Surat Tanda Setor (STS), Surat 

Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi (SSR), Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Bukti 

Penerimaan (STBP), Bukti Transfer, Nota Kredit Bank.

3. Catatan yang digunakan adalah Buku Jurnal Penerimaan Kas, 

Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.

4. Prosedur-prosedur yang dilakukan, Pengguna Anggaran 

menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah 

diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk melakukan 
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verifikasi saat penerimaan pendapatan. Wajib Pajak/Wajib 

Retribusi menyerahkan uang.Bendahara Penerimaan kemudian 

melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP/SKR yang 

bersangkutan.Setelah melakukan verifikasi, Bendahara 

Penerimaan mengeluarkan STBP dan Bendahara menyiapkan 

STS.Bendahara Penerimaan kemudianmelakukan penyetoran 

kepada bank disertai STS.STS yang telah diotorisasi diterima 

kembali olehBendahara Penerimaan sebagai bukti pembukuan.

b. Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah

1. Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah

2. PenetapanData retribusi daerah yang telah dicatat dan 

dikelompokkan petugas Bidang Pajak dan Retribusi 

Dispendadibuatlah penetapan retribusi daerahyang 

ditandatangani oleh Kadis Dispenda. Setelah diparaf oleh 

KasieRetribusi dan Kabid Pajak dan Retribusi dalam waktu 

maksimal 1x24 jam.

3. PenyetoranDalam hal Wajib Retribusi tidak keberatan atas Surat 

Ketetapan Daerah (SKRD) maupun Surat Tagihan Retribusi 

Daerah (STRD), Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran 

retribusi sesuai dengan besarandalam SKPD maupun STRD. 

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan 

Dispenda,Bendahara Pembantu maupun langsung ke Kas Daerah 

(Bank).STS yang telah diotorisasi oleh bankditerima kembali oleh 

Bendahara Penerimaan pada Bidang Pembukuan.
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Table 4.5 Sistem dan Prosedur Penerimaan 

Pajak/Retribusi Daerah Badan Pendapatan

No Pelaksana Langkah Aktivitas

1 PPKD 1 Menyerahkan SKP yang telah 
diterbitkan kepada Bendahara
Penerimaan dan melakukan 
verifikasi pada saat penerimaan
pendapatan.

2 Pengguna 
Anggaran

2 Menyerahkan SKR yang telah 
diterbitkan kepada bendahara
penerimaan pada saat 
bendahara penerimaan dan 
melakukan
verifikasi pada saat penerimaan 
pendapatan.

3 Menerima dan mengesahkan 
Laporan Pertanggungjawaban
Penerimaan melalui PPK-
SKPD

3 Wajib Pajak 4 Menyerahkan uang (setoran 
pajak/retribusi).

4 SKPD 5 Melakukan verifikasi harian 
atas penerimaan.

6 Melakukan  verifikasi  
penerimaan  uang  dengan  
SKP
Daerah/SKR yang 
bersangkutan

7 Mengeluarkan Surat Tanda 
Bukti Pembayaran/Bukti Lain 
yang
Sah.

8 Menyiapkan STS

9 Melakukan penyetoran kepada 
bank disertai STS.
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S

umber : Badan Pendapatan

2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka Prinsip dan Sasaran 

Penetapan Tarif Retribusi:

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi 

pada harga pasar.

(1) Besarnya retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a.pemakaian kolam renang :

1.untuk hari Senin sampai Jum’at :

a) Anak-anak sebesar Rp. 2.000 sekali masuk

b) Dewasa Rp. 5.000 sekali masuk

2.untuk hari sabtu, minggu dan hari besar

a) Anak-anak Rp. 3.000 sekali masuk

b) Dewasa Rp. 6.000 sekali masuk

3. Proses Penagihan Retribusi

Berasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011, maka proses 

penagihan retribusi dilakukan dengan cara :

1. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan STRD dan 

10 STS yang telah diotorisasi oleh 
bank kemudian diterima
kembali oleh Bandahara 
Penerimaan untuk kemudian 
menjadi
bukti pembukuan
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didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 

sejenis.

2. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 

tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 

setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 

melunasi retribusi yang terutang.

4. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk 

Bupati.

4. Ketentuan Pidana

Berasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011, maka 

ketentuan pidana retribusi :

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan Negara.

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

pelanggaran.

5. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah 

Pada table 4.3Target Pendapatan Asli Daerah Kab.Polewali 

Mandar tahun anggaran 2015 adalah Rp. 124.814.774.571,00

sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 130.295.982.558,73. 

Target tahun anggaran 2016 adalah Rp. 218.116.493.979,01 

sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 203.004.808.931,93. 
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Realisasi menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 72.798.826.373,2.

6. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi

Pada table 4.4 Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 

anggaran 2015 sebesar Rp. 104.500.000,00.Tahun Anggaran 2016 

sebesar Rp. 8.420.250.548.tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 

9.074.857.129.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Sistem dan prosedur yang di lakukan evektif dan sesuai dengan 

peraturan yang telah di tetapkan.

2. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh 

beberapa fungsi yaitubadan pendapatan yang menyetor 

peneriman kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai 

dalam hal menyimpan uang daerah. Bendahara penerimaan 

sebagai fungsi yang mengesahkan bahwa benar ada terjadi 

penerimaan kas di rekening kas daerah. Bidang pembukuan 

selaku pencatatan

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah

1. Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar disarankan terus 

mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan 

intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan 

dengan meningkatkan sistem pemungutan dan  meningkatkan 

sumber daya manusia pengelola PAD. Serta terus melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat akan retribusi dan pajak daerah.
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2. Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar diharapkan terus 

meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitasnya yang sudah 

baik tetap terus konsisten .
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PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam 

Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar

(Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah, Jl. Manunggal No.11 Pekkabata, Polewali. Polewali 

Mandar. 

B. Identitas Informan

1. Nama : Drs. SAPRUDDIN

2. Tanggal : 30 MEI 2018

3. Jam : 11.00 WITA

4. Tempat wawancara : Ruang Kabid Pajak Daerah

C. Pertanyaan

1. Bagaimanakah penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi 

oleh Dispenda kepada objek wisata alam Salupajaan ?

2. Apa prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi di kab.Polman ?

3. Berapa besar tarif retribusi yang dikenakan kepada Objek Wisata Alam 

Salupajaan?



4. Bagaimana proses penagihan retribusi dan berapa lama batas waktu yang 

diberikan untuk membayar pajak retribusi tersebut?

5. Jika WP melampaui batas yg telah di tentukan apakah ada tindak pidana? 

Jika ada berapa jangka waktu pidana yang di dapatkan?

6. Dengan mengetahui tarif retribusi yang di dapatkan setiap tahunnya, mulai 

dari tahun 2015–2017, menurut Bpk/Ibu apakah mampu meningkatkan 

potensi pendapatan asli daerah ?
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9
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Laporan 20 Menit Laporan

10 Kasi menyampaikan hasil pendataan dan evaluasi
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11
Kabid melaporkan  pendataan dan evaluasi Retribusi
Tempat Rekreasi Dan Olahraga dan menyerahkan
kepada kadis

Laporan 5 Menit Laporan

12 Kadis menerima hasil laporan pendataan dan
evaluasi retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dokumen 5 Menit Laporan sebagai bahan

evaluasi PAD
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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

NOMOR 17  TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang  :  a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu 

menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga; 

  b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

 

Mengingat:  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3215); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

SIPAMAN DAQSIPAMANDAQ

POLEWALI MANDAR



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4022); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten 

Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 160); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 

dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang 

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak 

Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 

REKREASI DAN OLAHRAGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar. 



4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan 

Kabupaten Polewali Mandar. 

5. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Polewali Mandar. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

8. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi pariwisata dan Olahraga 

yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

9. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat permandian 

dan atau berenang, termasuk di dalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas 

lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

10. Gelanggang Olahraga adalah Suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang 

merupakan fasilitas dari beberapa cabang Olahraga yang dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah. 

11. Lapangan Volley adalah Lapangan terbuka untuk volley dan Gelanggang 

Olahraga (GOR) yang dikuasai Pemerintah Daerah. 

12. Lapangan Futzal adalah tempat yang dipergunakan untuk bermain Olahraga 

futzal yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

13. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain 

Olahraga tenis yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

14. Stadion adalah bangunan yang dilengkapi, alat-alat perlengkapan, halaman dan 

segala perlengkapan yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

15. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama gedung 

serba guna termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di 

dalamnya dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau Badan.  

18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta. 

19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

Retribusi. 

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 

Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda.  

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.  

 



26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas 

Pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan Olahraga yang dimiliki dan atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.  

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai fasilitas tempat 

rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk golongan retribusi Jasa Usaha. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur 

berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas dan jangka waktu pemakaian ditempat rekreasi 

dan olahraga.  

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN 

TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan 

yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 

 

 

 



BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Besarnya retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut : 

a. pemakaian kolam renang : 

1. untuk hari Senin sampai Jum’at : 

a) anak-anak sebesar  Rp. 2.000,- sekali masuk; dan 

b) dewasa sebesar  Rp. 5.000,- sekali masuk. 

2. untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar : 

a) anak-anak sebesar  Rp. 3.000,-  sekali masuk; dan 

b) dewasa sebesar  Rp. 6.000,-  sekali masuk. 

3. untuk langganan bulanan : 

a) anak-anak sebesar  Rp.20.000,- ; dan 

b) dewasa sebesar  Rp.50.000,- .  

b. Pemakaian Sarana Olah Raga. 

1. Lapangan Basket per Klub sebesar      Rp.   25.000,-/bulan; 

2. Lapangan Volly per Klub sebesar        Rp.   25.000,-/bulan; 

3. Lapangan Takraw per Klub sebesar     Rp.   25.000,-/bulan; 

4. Lapangan Tennis per Klub sebesar       Rp.  50.000,-/bulan; 

5. Stadion Sepak Bola per Klub sebesar Rp.   50.000,-/bulan;dan 

6. Gedung Olahraga per Klub sebesar    Rp. 120.000,-/bulan. 

c. Sarana Tempat Rekreasi sebagai berikut : 

1. Tempat Rekreasi Pasir Putih Palippis, Mampie  sebesar Rp. 2.000,-

/orang; 

2. Pesanggarahan Tumonga sebesar Rp. 20.000,-/hari/kamar; dan 

3. Pulau Pasir Putih sebesar Rp. 50.000/ hari/villa. 

(2) Tempat Rekreasi lainnya yang belum diatur pada  ayat (1) huruf c akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 

(STRD). 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yan terutang dipungut di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

BAB VIII 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 10 

(1) Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa karcis, kupon atau kartu langganan.  

(3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. 

(4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang 

ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati 

dengan menggunakan SSRD.  

(5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi. 

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data 

yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi 

yang terhutang maka dikeluarkan STRD. 



(7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen 

lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pada ayat (2), pada ayat (5) dan pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

(8) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. 

(2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan 

pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IX 

PENAGIHAN 

Pasal 12 

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. 

(2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 

jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi 

retribusi yang terutang. 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati. 

 

BAB X 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

YANG KEDALUWARSA 

Pasal 13 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 

tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 

 



Pasal 14 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 15 

 

(1) Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat diberi insentif atas 

dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XII 

PENYIDIKAN 

Pasal 16 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana retribusi daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

di bidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan. 



(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana. 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 17 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 9 tentang Retribusi Tempat Rekreasi 

Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 1999 Nomor 

10 Tahun 1999 Seri B Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  

 

 

 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai 

dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Ditetapkan di Polewali Mandar 

pada tanggal 11 Oktober 2011 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

                      ALI  BAAL MASDAR 

 

Diundangkan di Polewali Mandar 

pada tanggal 12 Oktober 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 

 

M.NATSIR RAHMAT 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.TAHUN  2011 NOMOR 17 



1. Proses Wawancara bersama Bapak Drs.Sapruddin selaku Kabid Pajak Daerah I

2. Berkunjung Ke Tempat Wisata Alam Salupajaan
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